LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 10 Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa keuangan desa sebagaimana
diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan
sumber utama untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa;

b. bahwa agar keuangan desa dapat dikelola
dengan baik, berhasil guna, dan berdaya
guna dipandang perlu diberikan pedoman
dalam pelaksanaannya,;

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);



Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
59);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri
E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
Nomor 07 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2012 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan :

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu
tugas Bupati di wilayah Kecamatan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung
oleh penduduk desa yang bersangkutan.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,
dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi dengan mempertimbangkan  potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk Desa yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya
disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah
tahunan stakeholders Desa untuk menyepakati rencana
kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat
dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha
kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan
dalam kelompok masyarakat tersebut.

Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk
oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

Pengelola Barang Desa adalah perangkat desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola, menyimpan,
mengeluarkan, dan membuat perhitungan/
pertanggungjawaban barang-barang milik/kekayaan desa,
baik barang-barang tersebut berada di dalam gudang
maupun di tempat lain yang dikuasai oleh desa.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBDesa atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang
selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa
tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode S (lima) tahun.



32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

33. Petugas Pemungut Penerimaan Desa adalah perangkat
desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pemungutan terhadap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan
Desa tentang Pungutan Desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
tertib;

taat pada peraturan perundang-undangan;
efektif;

efisien;

ekonomis;

transparan;

bertanggung jawab;

keadilan;

kepatutan;

akuntabel,

disiplin anggaran;

manfaat untuk masyarakat; dan

m. partisipatif.
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(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam
kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
desa;

c. menetapkan Bendahara Desa;

d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa; dan

e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan
barang milik desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
desa dibantu oleh PTPKD.

(4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. Sekretaris Desa; dan
b. Perangkat Desa lainnya.

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala
Desa.

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBDesa;
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